Menimbang

Mengingat

a.

SALINAN

PROVINSI SUMATTRA UTARA

PERATURAN DAERAH [KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nombr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kep Daerah wajib mengajukan
rancangan Peraturan Daergh tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud |pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakatfi Pemerintah Daerah bersama DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8| Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propin§i Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang...




10.

11.

Undang-Undang Nomor 17
Negara (Lembaran Negara |
Nomor 47, Tambahan Lemk
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor
Perbendaharaan Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomg
Republik Indonesia Nomor 4!

Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2003
aran Negara Republik Indonesia

1 Tahun 2004  tentang
(Lembaran Negara Republik
r 5, Tambahan Lembaran Negara
355);

‘ahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia 7|
Lembaran Negara Republik I

Undang-Undang  Nomeor
Pemerintahan Daerah (Lemt
Tahun 2014 Nomor 244,
Republik Indonesia Nomor S
kali diubah terakhir dengan
2015 tentang Perubahan Ke¢
23 Tahun 2014 tentang P
Negara Republik Indonesia 7|
Lembaran Negara Republik [

Undang-Undang Nomor 2
Peraturan Pemerintah Peng;
Tahun 2020 tentang Kek
Stabilitas Sistem Keuanga:
Corona Virus Disease 20.
Rangka Mengahadapi Ar
Perekonomian Nasional dan;
Menjadi Undang-Undang
Indonesia Tahun 2020 No
Negara Republik Indonesia N

Undang-Undang Nomor 11

ahun 2004 Nomor 66, Tambahan
ndonesia Nomor 4400});

23 Tahun 2014 tentang
yaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
587) sebagaimana telah beberapa
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
jua Atas Undang-Undang Nomor
emerintahan Daerah (Lembaran
ahun 2015 Nomor 58, Tambahan
ndonesia Nomor S5679j;

Tahun 2020 tentang Penetapan
santi  Undang-Undang Nomeor 1
ijakan Keuangan Negara dan
n Untuk Penanganan Pandemi
19 (Covid-19) dan/atau Dalam
icaman Yang Membahayakan
'atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik
mor 134, Tambahan Lembaran
omor 6516);

Fahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran N
6573);

Undang-Undang Nomeor 1
Keuangan Antara Pemerir
Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4, Tambahan Lemb:
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nop
Kedudukan Keuangan Kep
Daerah (Lembaran Negara
Nomor 210, Tambahan Lem|
Nomor 4028j;

Peraturan Pemerintah Nomg
Perimbangan (Lembaran Ne
2005 Nomor 137, Tambah
Indonesia Nomor 4575);

legara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2022 tentang Hubungan

itah Pusat dan Pemerintahan
Republik Indonesia Tahun 2022
aran Negara Republik Indonesia

nor 109 Tahun 2000 tentang
ala Daerah dan Wakil kepala
Republik Indonesia Tahun 2000
paran Negara Republik Indonesia

ir 5SS Tahun 2005 tentang Dana
gara Republik Indonesia Tahun
an Lembaran Negara Republik

12. Peraturan...




12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan | (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor H5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Dagrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nompr 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratii Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daer (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata|Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun| 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolagn Investasi Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indgnesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam [Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi| Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tiahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kadefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan| dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Taghun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis |Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan...




Menetapkan

22. Peraturan Menteri Dalam
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Kepala Daerah

Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomagr 431);

23.

Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TEN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Dalam Peraturan Daerah in;

1.
2.

Daerah adalah Kota Sibo

TANG ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 1

yang dimaksud dengan :
lga.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan

pemerintahan yang  menjadi

kewenangan daerah otorniom.
Wali Kota adalah Wali Kqta Sibolga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga
berkedudukan sebagai
Daerah.

perwakilan rakyat daerah yang
unsur penyelenggara Pemerintahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah
yang ditetapkan dengan

. Pendapatan Daerah adal

sebagai penambah nilg
tahun anggaran berkena

. Dana Transfer Umum ag

APBN kepada Daerah
kewenangan Daerah gl
dalam rangka pelaksanas

. Dana Transfer Khusus a

APBN kepada Daerah

rencana keuangan tahunan Daerah
Peraturan Daerah.

lah semua hak Daerah yang diakui
i kekayaan bersih dalam periode
an.

jalah dana yang dialokasikan dalam
untuk digunakan sesuai dengan
1na mendanai kebutuhan Daerah
an desentralisasi.

dalah dana yang dialokasikan dalam
dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang

merupakan urusan Daer

ah.

9. Dana...




9. Dana Alokasi Umum yan

10.

dana yang bersumbe;
dialokasikan dengan

keuangan antar-Daerah
dalam rangka pelaksanas

Dana Alokasi Khusus yaz
dana yang bersumbe;

o selanjutnya disingkat DAU adalah
dari pendapatan APBN yang
tujuan pemerataan kemampuan
untuk mendanai kebutuhan Daerah
an Desentralisasi.

ng selanjutnya disingkat DAK adalah
r dari pendapatan APBN yang

o

dialokasikan kepada Dalfrah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai

Urusan Pemerintahan ya

11.
yang diakui sebagai pe
periode tahun anggaran

12.

13. Pinjaman Daerah
menerima manfaat y
sehingga Daerah ter
membayar kembali.

14. Pemberian Pinjaman
Pemerintah Daerah p
Daerah lainnya, bad
Pemerintah Daerah lail
Badan Usaha Milik T
dengan hak memperols

pinjaman.

Anggaran Pendapatan dar
2023, dengan rincian sebag

a
mengakibatkan Daerah)

egiatan khusus yang merupakan
ng menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah

rang nilai kekayaan bersih dalam
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengg
baik pada tahun anggan
tahun anggaran berikutn

luaran yang akan diterima kembali,
an berkenaan maupun pada tahun-

ya.

dalah semua transaksi yang
menerima sejumlah uang atau
g bernilai uvang dari pihak lain
ebut dibebani kewagjiban untuk

Daerah adalah bentuk investasi
da Pemerintah Pusat, Pemerintah

layanan umum daerah milik
nnya, badan usaha milik negara,
aerah, koperasi, dan masyarakat
h bunga dan pengembalian pokok

Pasal 2

1 Belanja Daerah Tahun Anggaran
ai berikut :

1. Pendapatan Daerah......|...... Rp. 595.319.529.518,00
2. Belanja Daerah.............|..... Rp. 692.734.447.950,00
Surplus/(Defisit)....... Rp. (97.414.918.432),00
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan...........)..... Rp. 104.326.362.163,00
b. Pengeluaran...........l..... Rp. 6.911.443.731.00
Pembiayaan Nettol...... Rp. 97.414.918.432,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan.......c.....beeeee. Rp. 0,00
Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp.595.319.529.518,00, yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan transfer; dg

b

14

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4...




(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 4

Pendapatan asli daergh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a.
b.

Pajak daerah;
Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 11.610.476.209,00.

Retribusi daerah seb

aimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.002.531.893,00.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp. 9.269.013.

Lain-lain pendapatan

166,00.

asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.

62.139.864.116,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sgbagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b terdiri dari :
a. Pendapatan transfer
b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer
dimaksud pada ayat (1
476.102.862.870,00.

Pendapatan transfer a;
pada ayat (1)
13.074.578.864,00.

Lain-lain pendapatan
dimaksud dalam Pass
a. Pendapatan Hibah; ¢
b. Lain-lain pendaps

peraturan perundar

Pendapatan hibah se

pemerintah pusat; dan
antar daerah.

pemerintah pusat sebagaimana
) huruf a direncanakan sebesar Rp.

ntar daerah sebagaimana dimaksud

huruf b direncanakan sebesar Rp.

Pasal 6

daerah yang sah sebagaimana
1 3 huruf c terdiri dari :

lan

tan sesuai dengan ketentuan
g-undangan;

agaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00.

Lain-lain pendapatan

esuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.8.119.202.100,00.

Pasal 7...




Anggaran Belanja Daerah '
sebesar Rp. 692.734.447.9"
a. Belanja operasi;

b. Belanja modal,

c. Belanja tidak terduga.

(1)

(2)

{3)

(4)

()

(®)

(1)

@)

(3)

(4)

Pasal 7

lahun Anggaran 2023 direncanakan
0,00, yang terdiri atas :

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a terdiri dari :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan
c. Belanja bunga;

d. Belanja hibah; dan
e. Belanja bantuan sos

Belanja pegawai sebs
huruf a direncanakan

jasa;

sial.

igaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp. 293.595.048.904,00.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanak:

Belanja Bunga sebagai
c direncanakan sebesa

Belanja hibah sebagair

d direncanakan sebesalr

an sebesar Rp. 289.026.357.087,00

mana dimaksud pada ayat (1) huruf
r Rp. 5.405.089.960,00.

nana dimaksud pada ayat (1) huruf
Rp. 10.144.522.850,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e direncanaks

an sebesar Rp.3.235.116.182,00.

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b terdiri dari :

a. Belanja modal peralatan dan mesin;
b. Belanja modal gedung dan bangunan;
. Belanja modal jalan) jaringan, dan irigasi;

C
d. Belanja modal aset
e. Belanja modal aset ]

etap lainnya; dan
innya.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)
21.262.956.290,00.

huruf a direncanakan sebesar Rp.

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1
44.122.276.841,00.

Belanja modal jalan,

) huruf b direncanakan sebesar Rp.

jaringan, dan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.

19.004.141.745,00.

{5) Belanja...




()

(6)

Belanja tidak terduga seb
huruf ¢ direncanakan sebe

Anggaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 9

a.
b.

(2)

(1)

(3)

Belanja modal aset te
pada ayat (1)
Rp.4.334.913.091,00.

h

tap lainnya sebagaimana dimaksud
uruf d  direncanakan  sebesar

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.104.025.000,00.

Pasal 10

?gaimana dimaksud dalam Pasal 7
sar Rp. 2.500.000.000,00.

Pasal 11

daerah Tahun Anggaran 2023
7.414.918.432,00, yang terdiri atas :

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiaya
huruf
Rp.104.326.362.163,
a. Sisa lebih perhity

Pasal 11

sebelumnya;

b. Penerimaan pinjame

Sisa
sebelumnya sebagaims
direncanakan sebesar

Penerimaan pinjaman
ayat (1) huruf
Rp.16.710.643.283,00,

Pengeluaran pembia;;ia.n

Pasal 11 huruf b dire
terdiri dari :

a. Penyertaan modal ds
b. Pembayaran cicilan |

lebih perhitun

Pasal 12

an sebagaimana dimaksud dalam
a direncanakan sebesar

erdiri dari :

ingan anggaran tahun anggaran

in daerah.

gan anggaran tahun anggaran
ma dimaksud pada ayat (1) huruf a
Rp. 87.615.718.880,00.

daerah sebagaimana dimaksud pada
b direncanakan sebesar
Pasal 13

sebagaimana dimaksud dalam
anakan sebesar Rp. 6.911.443.731,

erah; dan
pokok utang yang jatuh tempo.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf
Rp.3.701.416.824,00.

Pembayaran cicilan
sebagaimana dimaksug
sebesar Rp. 3.210.026.

a direncanakan sebesar

pokok utang yang jatuh tempo
1 pada ayat (1) huruf b direncanakan
907,00.

Pasal 14...




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Selisih antara anggs
anggaran belanja d
surplus/(defisit) sebess

Pembiayaan neto yar
pembiayaan terhad
direncanakan sebesar !

Dalam keadaan darug
Pemerintah Daerah d;
belum tersedia ang

Pasal 14

ran pendapatan daerah dengan
aerah mengakibatkan terjadinya
r (Rp. 97.414.918.432,00).

1z merupakan selisih penerimaan
ap pengeluaran pembiayaan
Rp. 97.414.918.432,00.

Pasal 15
at termasuk keperluan mendesak,

apat melakukan pengeluaran yang
garannya dan/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditg
yang selanjutnya dim
pendapatan dan bel

=tapkan dalam peraturan daerah ini,

sukkan dalam perubahan anggaran
alilja daerah tahun anggaran 2023,

dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

melakukan perubahan
Penjabaran Perubahan
Pimpinan DPRD selan;
Realisasi Anggaran.

peraturan kepala daerah tentang
APBD, dan pemberitahuan kepada
utnya disampaikan dalam Laporan

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :
a. bencana alam, Dbe
dan/atau kejadian

ncana non-alam, bencana sosial

uar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan|publik.

Keperluan mendesak sgbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. kebutuhan daerah

dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang gnggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib;

c. pengeluaran daer:
Pemerintah Daeral
sebelumnya, serts

undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah
menimbulkan kex
Pemerintah Daerah

Uraian lebih lanjut Anggar:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang

terpisahkan dari Peraturan

Lampiran I

Ringkasan

ah  yang berada diluar kendali
n dan tidak dapat diprediksikan
| amanat peraturan perundang-

y lainnya yang apabila ditunda akan
ugian yang lebih besar bagi
dan/atau masyarakat.

Pasal 16
on Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan bagian yang tidak

Daerah ini, terdiri dari :
APBD vang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, d

an Pembiayaan;
Lampiran I1 ...




Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut (Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok| Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Prpgram Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Lampiran XI Dafitar Piufang Daerah,;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
LainLain;

Lampiran XIV Daftar Sup Kegiatan Tahun jamak (multy
years);

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut | mengenai Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18 ...




Peraturan Daerah ini mulai

Agar setiap orang
pengundangan Peraturan

Pasal 18

berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan
Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

]

g

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Desember

SEKRETARIS DAERAH KOT
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA

NOREG PERATURAN DA
SUMATERA UTARA : {4-194;

Salinan sesual
Pj. KEPALA B;

GABE TO G SIH

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

2022
A SIBOLGA,

SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 51

ERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
/2022)

dengan aslinya
AGIAN HYKUM,

i
PAHUTAR, S.H..M.M.

NIP.19810703

» 200804 1 001




